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BAB III 

PENUTUP  

 
A. Kesimpulan  

Peranan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 

menangani penyidikan tindak pidana korupsi dapat melakukan penyidikan  

melalui surat perintah dimulainya penyelidikan (SPDP) dari Kejaksaan, 

sehingga kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan 

perkara korupsi berapapun nilai nominal hasil dari kejahatan korupsi yang 

ditimbulkan Peranan KPK dalam melakukan penyidikan tidak serta merta 

dapat mengambilalih penyidikan dari kejaksaan, KPK hanya dapat mengambil 

alih penyidikan apabila ada unsur-unsur yang terpenuhinya yang 

memungkinkan KPK mengambilalih penyidikan yaitu apabila adanya laporan 

dari masyarakat mengenai korupsi yang tidak ditindaklanjuti, proses 

penanganan secara berlarut-larut tanpa adanya pertanggungjawaban, adanya 

campur tangan dari eksekutif, yudikatif dan legislatif, dan menyangkut 

kerugian negara sekitar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan 

demikian peranan yang dimiliki oleh Kejaksaan dan KPK ini membuat 

penanganan perkara korupsi tidak menjadi tumpang tindih kewenangan dalam 

melakukan penyidikan khususnya antara kejaksaan dengan KPK, sehingga 

menjadi jelas pihak mana yang berhak melakukan penyidikan. 
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B. Saran  

Agar lembaga Kejaksaan dan KPK menjadi rekan yang solid dan 

saling merapatkan barisan dalam upaya meningkatkan kinerjanya melakukan 

penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara 

yang aman, damai dan sejahtera yang terbebas dari bahaya laten korupsi yang 

merusak, menghancurkan, sendi-sendi negara Indonesia tercinta.  Diharapkan 

dalam menangani setiap perkara korupsi yang ada, Kejaksaan dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengoptimalkan lagi peranannya selaku 

aparat penegak hukum yang telah di beri wewenang khusus oleh Undang-

undang untuk melakukan penyidikan terkait dengan kasus tindak pidana 

korupsi, dan tidak perlu ada tebang pilih, sehingga uang-uang negara hasil dari 

kejahatan korupsi dapat dikembalikan kepada Negara.  
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